
 
 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR  11  TAHUN 2008 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURBALINGGA 
 

NOMOR  11  TAHUN 2008 
 

TENTANG  
 

PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah sesuai semangat demokrasi dengan 
menerapkan prinsip-prinsip  eksternalitas, akuntabilitas 
dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat,  perlu adanya kejelasan tentang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan 
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
ditetapkan dalam peraturan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 4389); 

3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundangan-undangan; 

 
 

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 
 

2 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
 

BUPATI  PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah.  

3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Purbalingga. 

7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan 
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 
dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
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8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. 

9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

 
 

BAB II 
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Pasal  2 
 

(1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan 
meliputi  : 
a.  Pendidikan; 
b. Kesehatan;  
c. Pekerjaan umum;  
d. Penataan ruang;  
e. Perencanaan pembangunan;  
f. Perhubungan;  
g. Lingkungan hidup; 
h. Pertanahan; 
i. Kependudukan dan catatan sipil; 
j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
k. Perumahan; 
l. Kepemudaan dan olah raga;  
m. Penanaman modal;  
n. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;  
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;  
p. Sosial;  
q. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
r. Kebudayaan dan pariwisata; 
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;   
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 
u. pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v. Statistik; 
w. Kearsipan; 
x.. Perpustakaan; 
y. Komunikasi dan informatika; 
z.. Pertanian dan ketahanan pangan; 
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aa. Kehutanan; 
bb. Energi dan sumber daya mineral; 
cc.  Perikanan; 
dd. Perdagangan; dan  
ee.  Perindustrian.  
 

(2) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub 
bidang. 

 

(3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  tercantum dalam Lampiran  yang  merupakan 
bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 3 

(1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

(2) Urusan pilihan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi, kekhasan dan 
potensi keunggulan daerah serta prioritas pembangunan daerah. 

(3) Urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada                
ayat (1) meliputi : 
a. Pendidikan ; 
b. Kesehatan;  
c. lingkungan hidup;  
d. pekerjaan umum;  
e. penataan ruang;  
f. perencanaan pembangunan;  
g. Perumahan; 
h. kepemudaan dan olah raga;  
i. penanaman modal;  
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;  
k. kependudukan dan catatan sipil;  
l. Ketenagakerjaan;  
m. ketahanan pangan;  
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;  
p. Perhubungan;  
q. komunikasi dan informatika; 
r. Pertanahan;  
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;   
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